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Abstrak
Revolusi kendaraan listrik global mendorong peningkatan permintaan nikel dan menempatkan
Indonesia sebagai aktor strategis dalam rantai pasok mineral kritis dunia. Sebagai respons,
pemerintah menerapkan kebijakan hilirisasi melalui pelarangan ekspor bijih nikel mentah sejak
2020, yang salah satunya diwujudkan melalui pengembangan PT Indonesia Weda Bay Industrial
Park (IWIP) di Halmahera Tengah sebagai Proyek Strategis Nasional. Penelitian ini bertujuan
menganalisis bagaimana negara memobilisasi proyek hilirisasi nikel serta bagaimana manfaat dan
resiko sosial-ekologis didistribusikan kepada masyarakat lokal. Dengan pendekatan kualitatif
berbasis studi literatur dan dokumentasi, penelitian ini menunjukkan bahwa mobilisasi negara
berlangsung melalui pemberian status PSN, percepatan perizinan, pembangunan infrastruktur, dan
penciptaan iklim investasi bagi modal asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IWIP
berkontribusi terhadap pendapatan negara, investasi, dan pertumbuhan ekonomi regional. Namun,
manfaat utama cenderung dinikmati investor asing, korporasi, dan elite pembangunan, sementara
masyarakat lokal menghadapi marginalisasi struktural, kehilangan mata pencaharian, konflik
lahan, krisis air bersih, pencemaran, serta degradasi ekologis. Dengan menggunakan World-
Systems Theory, Global Value Chain, dan Resource Curse, studi ini menegaskan bahwa integrasi
Indonesia ke rantai nilai global nikel berlangsung timpang. Penelitian ini merekomendasikan
reorientasi hilirisasi berbasis keadilan sosial-ekologis, perlindungan hak masyarakat lokal,
transparansi tata kelola, dan pembagian manfaat yang lebih adil agar pembangunan tidak

memperdalam ketimpangan dan kerusakan ruang hidup lokal.
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Abstract
The global electric vehicle revolution has increased nickel demand and positioned Indonesia as a
strategic actor in the world’s critical minerals supply chain. In response, the Indonesian
government implemented a nickel downstreaming policy by banning raw nickel ore exports in
2020, one manifestation of which is the development of PT Indonesia Weda Bay Industrial Park
(IWIP) in Central Halmahera as a National Strategic Project. This study aims to analyze how the
state mobilizes the nickel downstreaming project and how its socio-ecological benefits and risks
are distributed among local communities. Using a qualitative approach based on literature review
and document analysis, this study shows that state mobilization operates through National
Strategic Project status, accelerated licensing, infrastructure development, and the creation of an
investment-friendly climate for foreign capital. The findings reveal that IWIP contributes to state
revenue, investment growth, and regional economic expansion. However, the main benefits tend
to be captured by foreign investors, corporations, and development elites, while local communities
face structural marginalization, livelihood loss, land conflicts, clean water crises, pollution, and
ecological degradation. Drawing on World-Systems Theory, Global Value Chain, and Resource
Curse perspectives, this study argues that Indonesia’s integration into the global nickel value
chain remains unequal. It recommends reorienting nickel downstreaming toward socio-ecological
Jjustice, protection of local communities’ rights, transparent governance, and fairer benefit-

sharing mechanisms.

Keywords: Nickel Downstreaming, Central Halmahera, PT Indonesia Weda Bay Industrial Park,
Structural Inequality

1. Latar Belakang

Permintaan nikel global saat ini sangat didorong oleh revolusi kendaraan listrik (electric
vehicle/EV) dan baterai lithium-ion dengan jenis NMC (Nickel Manganese Cobalt) serta NCA
(Nickel Cobalt Aluminium) yang krusial bagi industri otomotif modern. Pada tahun 2019, jumlah
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kendaraan listrik di pasar global diperkirakan baru mencapai 3,2 juta unit, namun angka ini
diproyeksikan melonjak tajam hingga sekitar 26,9 juta unit pada tahun 2030. Sejalan dengan tren
tersebut, kebutuhan nikel untuk sistem penyimpanan energi EV diprediksi mengalami eskalasi
pesat; dari yang hanya sebesar 154 ribu ton pada tahun 2020, melonjak menjadi 372 ribu ton pada
tahun 2025, dan diperkirakan menembus angka 795 ribu ton pada tahun 2030. Data ini menegaskan
bahwa nikel telah bergeser peran dari sekadar komoditas industri konvensional menjadi mineral
kritis penentu masa depan transisi energi hijau dunia (Media Nikel Indonesia, 2021).

Merespon hal tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis yang agresif.
Kementerian ESDM (2020) mencatat bahwa Indonesia merupakan pemilik cadangan nikel
terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 4,59 miliar ton atau setara dengan 24% pasokan global
untuk produk Nickel Matte, Nickel Pig Iron, dan Ferro Nickel. Bahkan, usia cadangan ini
digadang-gadang dapat bertahan selama 27 tahun (hingga tahun 2047), jauh melampaui negara-
negara kompetitor seperti Australia (23%), Brazil (12%), Rusia (8%), dan Kuba (5%). Momentum
kekayaan alam ini dikunci lewat kebijakan berani pada 1 Januari 2020, di mana pemerintah secara
resmi melarang ekspor komoditas sumber daya alam mentah nikel melalui Peraturan Menteri
ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Melalui regulasi ini, bijih nikel yang selama ini langsung dikeruk
dan diekspor harus diolah serta dimurnikan terlebih dahulu di dalam negeri menjadi barang
setengah jadi atau barang jadi. Kondisi proteksionisme ekonomi inilah yang lazim dikenal sebagai
agenda "hilirisasi nikel" (Mohamad Firdausyan, 2024).

Secara geografis, lumbung pasokan nikel Indonesia terpusat di Pulau Sulawesi dengan
cadangan terbukti sebesar 54,7%, diikuti oleh Kepulauan Maluku sebesar 44,6%. Guna
mengeksploitasi potensi tersebut, pemerintah mengintegrasikan hilirisasi nikel ke dalam skema
Proyek Strategis Nasional (PSN). Secara khusus di Kepulauan Halmahera Tengah, negara
menghadirkan konsorsium perusahaan raksasa asal Tiongkok seperti Tsingshan, Huayou, dan
Zhenshi untuk mengembangkan operasional PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Sejak
tahun 2020, IWIP resmi menyandang status PSN dengan penguasaan saham yang didominasi oleh
aktor asing: Weda Bay Mining menguasai 46%, sementara Zhenshi Holding Group dan Huayou
Holding Group masing-masing memegang 24% saham. Ekspansi mega proyek ini bergerak masif
dengan luas konsesi izin pertambangan nikel di Halmahera Tengah yang mencapai 95.736,56 Ha.
Artinya, sekitar 42% dari total luas daratan Halmahera Tengah (227.683 Ha) kini telah dikuasai
oleh korporasi pertambangan, yang dipimpin oleh PT Weda Bay Nickel (45.065 Ha), PT Mega
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Haltim Mineral (13.510 Ha), hingga PT Cetara Bangun Persada (10.460 Ha) (Transparency
International Indonesia, 2024)

Upaya dalam pengelolaan mega proyek yang dinaungi oleh PT. Indonesia Weda Bay
Industrial Park memiliki komitmen terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
dengan memastikan kebijakan, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan strategi
mitigasi dampak lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan mendasari program tanggung
jawab sosial perusahaan, yang berfokus pada empat pilar: peningkatan kesehatan, pendidikan,
pengembangan ekonomi lokal dan daerah, dan peningkatan infrastruktur (Indonesia Weda Bay
Industrial Park, n.d.). Namun titik krusialnya muncul ketika banyak masyarakat yang mengeluh
terkait hadirnya tambang tersebut yang membawa dampak negatif terhadap kondisi sosial ekologi
di wilayah tersebut yang pada praktiknya dinilai tidak berkelanjutan (Asdan et al., 2023).

Ketimpangan fenomena ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai ekses lokal biasa,
melainkan sebagai akibat langsung dari bagaimana posisi Halmahera Tengah diintegrasikan secara
asimetris ke dalam Global Value Chain. Hyldmo et al. (2025) menjelaskan bahwa percepatan
industri nikel berkaitan erat dengan proses sentralisasi tata kelola sumber daya alam. Sentralisasi
tersebut memungkinkan peningkatan produksi dan perluasan industri pengolahan, tetapi sekaligus
mempersempit ruang partisipasi lokal serta memperbesar resiko sosial-ekologis, terutama pada
wilayah yang menjadi pusat pertambangan dan smelter nikel. Selain itu Astuti et al. (2025) juga
memperkuat kritik terhadap narasi transisi energi yang sering menempatkan mineral kritis sebagai
solusi teknokratis bagi dekarbonisasi global. Melalui kasus sektor nikel Indonesia, termasuk
Morowali dan Weda Bay, dengan menunjukkan bahwa transisi energi dapat menciptakan
ketidakadilan distributif dan prosedural apabila masyarakat lokal hanya menanggung resiko
lingkungan, kesehatan, dan penghidupan, sementara manfaat ekonomi lebih banyak terserap oleh
negara, korporasi, dan aktor rantai pasok global.

Analisa et al. (2025) secara spesifik meneliti PT Indonesia Weda Bay Industrial Park di
Halmahera Tengah dengan menyoroti keterbatasan program CSR dalam merespons gangguan
sosial-ekologis. Studi tersebut menemukan bahwa program CSR dapat meningkatkan akses
infrastruktur dan layanan sosial tertentu, tetapi manfaatnya tidak merata serta belum cukup
menjawab persoalan degradasi ekologis, pencemaran, perubahan mata pencaharian, dan
kerentanan masyarakat lokal terhadap bencana. Dengan demikian, klaim pembangunan

berkelanjutan yang dibawa oleh korporasi perlu diuji secara kritis melalui pengalaman masyarakat
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terdampak. Pambudi (2025) menyebut kondisi tersebut sebagai paradoks investasi nikel di
Indonesia. Di satu sisi, investasi nikel mendorong pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan
posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Namun disisi lain, eksploitasi
berskala besar menimbulkan degradasi lingkungan, pencemaran, hilangnya mata pencaharian
lokal, ketimpangan distribusi manfaat, lemahnya regulasi lingkungan, dan minimnya keterlibatan
masyarakat dalam tata kelola industri nikel.

Berdasarkan literatur tersebut, terlihat bahwa belum kuatnya kajian yang secara spesifik
menghubungkan mobilisasi negara dalam mega-proyek hilirisasi nikel dengan pengalaman sosial-
ekologis masyarakat lokal di Halmahera Tengah. Meskipun kajian terdahulu telah banyak
menjelaskan dampak lingkungan, keterbatasan CSR, dan problem keadilan transisi energi, namun
belum ada yang secara mendalam menempatkan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)
sebagai arena kontestasi relasi kuasa antara agenda pembangunan nasional, kepentingan modal
global, dan klaim kesejahteraan lokal. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan
tersebut dengan membedah hilirisasi nikel di Halmahera Tengah sebagai bentuk nyata mobilisasi
negara dalam proyek transisi energi global.

Kebaruan tersebut dijabarkan ke dalam tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini
mengaitkan langsung kebijakan hilirisasi, status Proyek Strategis Nasional (PSN), dan arus
investasi asing dengan dinamika sosial-ekologis masyarakat di tingkat tapak. Kedua, dengan
menggunakan perspektif ekonomi-politik ekologis, penelitian ini menguji secara objektif terkait
proyek ini benar-benar menghadirkan kesejahteraan lokal atau justru memperkuat akumulasi
modal melalui penguasaan sumber daya dan ruang hidup warga. Sehingga dalam
mengoperasionalkan kebaruan tersebut, dirumuskan masalah, bagaimana ambisi hilirisasi nikel
melalui status Proyek Strategis Nasional (PSN) di IWIP mengintegrasikan Indonesia ke dalam
Global Value Chain, dan sejauh mana integrasi tersebut justru memicu fenomena Resource Curse
bagi masyarakat lokal di Halmahera Tengah.

Dengan demikian, penulis berargumen bahwa integrasi asimetris Indonesia ke dalam
Global Value Chain (GVC) nikel melalui mega proyek PT IWIP merupakan faktor struktural
utama yang memicu fenomena Resource Curse di Halmahera Tengah. Melalui tata kelola rantai
nilai yang didominasi oleh modal asing, nilai ekonomi terbesar diekstraksi ke luar, sementara
eksternalitas negatif berupa kerusakan ekologis, marginalisasi ekonomi, dan konflik sosial justru

ditinggalkan sebagai beban permanen bagi masyarakat lokal.
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2. Kerangka Pemikiran
2.1. World-Systems Theory

Hadirnya konflik sosial, ekonomi, dan lingkungan yang muncul akibat kebijakan
pertambangan nikel di Halmahera Tengah dapat ditelaah secara makro-struktural melalui World-
Systems Theory. Teori yang berakar pada tradisi kritis makro ini membagi struktur ekonomi-
politik global ke dalam tiga tingkatan hierarki yang timpang, yaitu negara Core (pusat), Semi-
Periphery (semi-pinggiran), dan Periphery (pinggiran). Dalam konteks ini, Indonesia berada pada
posisi Semi-Periphery sebuah posisi jangkar yang memiliki karakteristik ganda, di satu sisi
dieksploitasi oleh negara-negara Core, namun di sisi lain memiliki kapasitas industrial untuk
mengeksploitasi wilayah Periphery di tingkat domestic (Daim, 2014).

Melalui kebijakan hilirisasi nikel dan pemberian status Proyek Strategis Nasional (PSN)
pada kawasan industri seperti PT IWIP, negara menunjukkan ambisi besar untuk mendongkrak
posisinya di panggung dunia, mencoba melepaskan diri dari status tradisionalnya sebagai sekadar
penyedia bahan baku mentah (Periphery) menjadi basis industri pengolahan yang kompetitif.
Namun, dalam kacamata World-Systems Theory, proses akumulasi kapital untuk "naik kelas" ini
memaksa negara bertindak tidak netral (Theis et al., 2024). Alih-alih bertindak sebagai pelindung
kepentingan publik dan kedaulatan rakyat lokal, negara justru berfungsi sebagai fasilitator atau
agen perantara bagi kapital global. Dalam mengamankan aliran investasi masif dari negara-negara
Core, khususnya dari investor dan korporasi raksasa asal Tiongkok, negara dapat menggelar
"karpet merah" regulasi yang memangkas hambatan birokrasi, mempercepat izin pemanfaatan
ruang, serta memberikan proteksi keamanan berlapis. Pola ini membuktikan bahwa kebijakan
hilirisasi pada tingkat makro digerakkan oleh logika pemenuhan kebutuhan akumulasi kapital
global, bukan atas dasar kebutuhan mendasar masyarakat lokal di wilayah ekstraksi (Deddy et al.,
2023; Maharani et al., 2025)

2.2. Global Value Chain

Dinamika politik regulasi pada tingkat makro tersebut kemudian mengejawantah ke dalam
struktur Global Value Chain nikel yang asimetris di tingkat meso. Melalui kerangka analisis GVC,
kita dapat membedah bagaimana sebuah produk global direncanakan, diekstraksi, diproses,
hingga dikonsumsi, serta bagaimana relasi kuasa dan keuntungan didistribusikan di antara para
aktor yang terlibat. Meskipun aktivitas fisik pertambangan skala raksasa dan operasi pabrik

peleburan (smelter) secara nyata berlokasi di atas tanah Halmahera Tengah, struktur tata kelola
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(governance) dari rantai nilai ini tetap dipegang kuat oleh segelintir aktor global melalui
penguasaan saham mayoritas dan monopoli teknologi (Gerefti & Stark, 2011).

Ketimpangan ini menciptakan pembagian kerja internasional yang tidak adil: wilayah
domestik Indonesia sengaja ditempatkan dan dibebani oleh bagian proses produksi midstream
(tahap tengah). Ini adalah fase industrialisasi yang paling dasar, bersifat padat energi batu bara,
serta memikul resiko degradasi ekologis dan sosial yang paling tinggi akibat limbah industri
penambangan. Sebaliknya, bagian rantai pasok yang memiliki nilai tambah ekonomi paling tinggi
(downstream), seperti penguasaan teknologi mutakhir, paten, penentuan harga pasar, serta
perakitan produk akhir berupa sel baterai dan kendaraan listrik pintar, tetap mengalir dan
dinikmati oleh korporasi di negara-negara Core (Gereffi & Stark, 2011). Halmahera Tengah,
dalam sistem Global Value Chain ini, direduksi fungsinya menjadi sekadar "ruang belakang"
industri global yang bertugas menyuplai bahan setengah jadi murah, sementara esensi
kemakmuran finansialnya mengalir ke pusat-pusat kapitalisme dunia (Shroder, 2014).

2.3. Resource Curse

Integrasi yang timpang dan asimetris ke dalam rantai nilai global tersebut pada akhirnya
memicu manifestasi konkret dari fenomena Resource Curse di tingkat mikro-lokal. Teori Resource
Curse membedah sebuah paradoks eksistensial dimana wilayah yang dianugerahi kekayaan alam
melimpah seringkali justru mengalami kemunduran kesejahteraan, ketimpangan sosial yang tajam,
hilangnya hak-hak sipil, hingga kerusakan lingkungan yang massif (Shroder, 2014). Di bawah
naungan PT IWIP, paradoks ini mewujud secara nyata melalui pembentukan ekonomi kantong
(enclave economy) di sekitar wilayah operasionalnya. Kawasan industri tersebut berkembang
menjadi sebuah wilayah terisolasi yang sangat modern, memiliki fasilitas eksklusif, dan terhubung
secara instan dengan ekosistem pasar internasional, namun terputus secara organik dari denyut
nadi perekonomian masyarakat adat dan warga lokal di sekitarnya (Iswandi, 2025; Kramawijaya,
2017).

Hadirnya mega proyek ini tidak menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang
mensejahterakan, melainkan menciptakan kanibalisme ruang hidup (Shroder, 2014). Dengan
mengejar target produksi global yang cepat, instrumen negara digunakan untuk merampas wilayah
tangkap nelayan tradisional dan lahan pertanian warga demi perluasan konsesi pertambangan.
Masyarakat lokal yang kehilangan kemandirian ekonominya kemudian terpaksa mengalami

marginalisasi struktural, di mana mereka terdesak menjadi buruh kasar berupah murah di tanah
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kelahiran mereka sendiri, sembari menghadapi krisis air bersih, polusi udara dari PLTU industri,
dan konflik horizontal. Pada akhirnya, fenomena Resource Curse di Halmahera Tengah
membuktikan bahwa transisi energi bersih dan ramah lingkungan yang dinikmati oleh masyarakat
global di belahan dunia lain, secara ironis, didanai dan disubsidi oleh kehancuran ekologis serta
kesengsaraan sosial yang diderita oleh masyarakat lokal di wilayah lingkar tambang (Maharani et

al., 2025).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif.
Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan menggambarkan fenomena hilirisasi
nikel di Halmahera Tengah, tetapi juga berupaya memahami makna, kepentingan, relasi kuasa,
serta konstruksi kebijakan yang muncul dalam mobilisasi mega-proyek hilirisasi nikel. Melalui
pendekatan interpretatif, penelitian ini memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang tidak
berdiri netral, melainkan terbentuk melalui interaksi antara negara, korporasi, modal, kebijakan
pembangunan, dan masyarakat lokal yang terdampak (Lamont, 2022).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder
diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah, buku akademik,
laporan lembaga pemerintah, laporan organisasi masyarakat sipil, dokumen regulasi, publikasi
perusahaan, berita media kredibel, serta dokumen lain yang membahas hilirisasi nikel,
pertambangan, Proyek Strategis Nasional, transisi energi, dan dampak sosial-ekologis di Maluku
Utara. Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada penafsiran terhadap
kebijakan, narasi pembangunan, relasi aktor, serta dampak sosial-ekologis yang telah
terdokumentasi dalam berbagai sumber. Dalam penelitian kualitatif, data sekunder dapat
digunakan sebagai bahan utama untuk memahami konteks sosial, kebijakan, dan dinamika
struktural dari suatu fenomena (Tarnoki & Puentes, 2019)

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi
kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri literatur
ilmiah yang membahas hilirisasi nikel, ekstraktivisme, transisi energi, ekonomi-politik sumber
daya alam, dan keadilan sosial-ekologis. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan
menelaah dokumen kebijakan, peraturan pemerintah, laporan perusahaan, laporan lembaga

independen, serta publikasi yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan dan industri
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pengolahan nikel di Halmahera Tengah. Teknik ini digunakan agar penelitian dapat membangun
pemahaman yang utuh mengenai bagaimana proyek hilirisasi nikel dilegitimasi melalui kebijakan
negara sekaligus bagaimana dampaknya dirasakan oleh masyarakat lokal (Sugiono, 2025).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah data yang relevan dengan
fokus penelitian, terutama data mengenai kebijakan hilirisasi nikel, keterlibatan negara dan
korporasi, relasi modal asing, serta dampak sosial-ekologis masyarakat lokal. Pada tahap penyajian
data, informasi disusun secara tematik agar terlihat hubungan antara kebijakan negara, kepentingan
ekonomi, dan kondisi masyarakat terdampak. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan
dengan menafsirkan pola-pola yang muncul dari data untuk menjawab rumusan masalah
penelitian. Proses analisis ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai hilirisasi nikel sebagai fenomena pembangunan yang mengandung dimensi
ekonomi, politik, sosial, dan ekologis (Swift, 2022).

Menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.
Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, seperti jurnal
ilmiah, dokumen pemerintah, laporan perusahaan, laporan organisasi masyarakat sipil, dan media
kredibel. Langkah ini penting agar data yang digunakan tidak hanya bersumber dari satu pihak,
terutama karena isu hilirisasi nikel melibatkan kepentingan negara, korporasi, investor, dan
masyarakat lokal. Dengan membandingkan berbagai sumber, penelitian dapat menghindari bias
informasi dan memperoleh gambaran yang lebih seimbang mengenai klaim pembangunan,
dampak lingkungan, serta kondisi sosial masyarakat di sekitar kawasan pertambangan dan industri

nikel (Lamont, 2022).

4. Analisis dan Pembahasan
4.1 Hilirisasi Nikel Sebagai Strategi Nasional Mobilisasi Pembangunan Nasional

Mobilisasi kebijakan hilirisasi nikel dan penetapan status Proyek Strategis Nasional (PSN)
oleh pemerintah Indonesia merupakan manifestasi konkret dari strategi negara semi-periphery
untuk keluar dari ikatan kerjasama international division of labor (Cosenza, 2015; Deddy et al.,
2023). Langkah intervensi ini diambil di tengah momentum struktural global, di mana data dari
International Energy Agency menunjukkan data bahwa kebutuhan nikel akan terus bertambah

sampai pada tahun 2050 (International Energy Agency, 2025).
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nickel

[ Show as percentage

(International Energy Agency, 2025).

Pada tahun 2023, total produksi nikel dunia mencapai sekitar 3,6 juta ton, berdasarkan
produksi yang masih dalam bentuk mentah (belum dimurnikan). Nikel merupakan logam penting
yang banyak digunakan dalam industri baja tahan karat, baterai kendaraan listrik, dan berbagai
aplikasi teknologi lainnya. Indonesia menjadi produsen nikel terbesar di dunia, dengan produksi
mencapai 1,8 juta ton setara dengan sekitar 50% dari total produksi global (Ritchie & Rosado,
2024).

Nickel production, 2023
Based on mined, rather than refined®, production. Measured in tonnes
Philippines - 400,000 t
other [JJ 330000t
New Caledonia [JJJJJj 220000 ¢
Russia - 200,000 t
Canada [JJ] 180000t
Australia [JJJJ] 160000+

china [} 110,000«

Brazil . 89,000 t
United States | 17,0001t

Data s

(Ritchie & Rosado, 2024)

Sebelum kebijakan hilirisasi diperketat, Indonesia menguasai ekspor nikel dengan suplai
nikel terbanyak di China, selain itu negara lain yang menjadi tujuan ekspor nikel Indonesia
termasuk Jepang, Singapura, negara-negara Eropa, dll (Diandra, 2025). Namun setelah Presiden
Joko Widodo menjabat, pemerintah Indonesia secara bertahap mengagungkan hilirsasi. Larangan

ekspor nikel mentah pertama berlaku sejak Januari 2014, meskipun bijih dengan kadar di bawah
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1,7 persen masih diizinkan untuk diekspor pada rentang 2017 hingga 2019. Namun, sejak Januari
2020, seluruh ekspor bijih nikel telah dihentikan (Ismi, 2024) Hilirisasi di sektor mineral dan batu
bara (minerba) telah menjadi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 Pasal 1 No. 20
dan No. 20a: (UU No. 3 tahun, 2020).

“Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk
menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas

IR ENTS

tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri”, “Pemurnian
adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika
maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan
produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai
dengan produk logam sebagai bahan baku industri” (Febriali Sahl et al., 2025)

Kebijakan hilirisasi mineral, yang menjadi kewajiban strategis bagi industri pertambangan
Indonesia, telah menjadi fondasi utama dalam transformasi ekonomi nasional. Kebijakan yang
diusung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini bertujuan untuk
menghentikan praktik ekspor bahan mentah dan mendorong penciptaan nilai tambah yang
maksimal dari kekayaan alam Indonesia di dalam negeri dan kancah global. Melalui Kementerian
Investasi dan Kemenko Marves, Pemerintah Indonesia aktif mempromosikan hilirisasi nikel dalam
berbagai forum internasional seperti G20 maupun dalam pertemuan bilateral dengan mitra strategis
seperti Tiongkok dan Korea Selatan yang di nilai sebagai "nilai tambah nasional", "transisi energi"
menuju ekonomi hijau, dan komitmen terhadap "pembangunan berkelanjutan" sekaligus dijual
sebagai peluang investasi (Setiawan & Fadlhia, 2025).

Sebagai wujud nyata dari implementasi kebijakan dan diplomasi tersebut, lahirlah mega
proyek Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah, Maluku Utara yang
dirancang untuk memfasilitasi pengolahan mineral nikel dari tahap hulu hingga hilir, termasuk
produksi komponen kritikal untuk baterai kendaraan listrik. Hadirnya PT IWIP menarik modal
asing untuk mendukung hilirisasi, yang terwujud dalam bentuk patungan beberapa perusahaan
besar asal Tiongkok, yaitu Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi, dengan Tsingshan bertindak sebagai
operator utama. (Indonesia Weda Bay Industrial Park, n.d.). Data situs resmi PT IWIP
menjelaskan, nikel telah menerima investasi sebesar US$11 miliar dan dana CSR sebesar Rp 32
miliar dari 2019 hingga 2021 (Kinerja Tambang Indonesia, n.d.). Proyek Strategis Nasional
dengan luas PT Weda Bay Nickel seluas 45.065 Ha. dan menguasai 46% saham Indonesia Weda
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Bay Industrial Park . Dua perusahaan Cina, Zhenshi Holding Group dan Huayou Holding Group,
masing-masing menguasai 24%(Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat, 2023).

Meskipun masif secara kapital, realitas penguasaan ruang di IWIP ini menegaskan asimetri
kuasa yang dikaji dalam pendekatan Global Value Chain menjelaskan bahwa rantai nilai global
tidak hanya berkaitan dengan lokasi produksi, tetapi juga tentang siapa yang mengendalikan
teknologi, standar produksi, pasar, dan akumulasi keuntungan (Gereffi & Stark, 2011) Dalam
kasus IWIP, aktivitas pertambangan, smelter, dan pengolahan nikel memang berlangsung di
Halmahera Tengah. Namun, kontrol strategis atas rantai nilai tetap banyak berada pada aktor
global, terutama investor dan perusahaan teknologi dari luar negeri. Halmahera menjadi ruang
produksi yang menanggung resiko ekologis dan sosial, sementara nilai tambah tertinggi dari
industri baterai, kendaraan listrik, dan teknologi hijau tetap lebih banyak dikendalikan oleh
korporasi dan pasar global. Karena itu, integrasi Indonesia ke dalam Global Value Chain tidak
dapat langsung dimaknai sebagai keberhasilan pembangunan, melainkan harus dilihat sebagai
integrasi yang timpang (Gerefti & Fernandez-Stark, 2019).

Ketimpangan relasi kuasa ini semakin dipertegas oleh bagaimana negara memobilisasi
daya dukung publik demi kenyamanan modal asing. Mendukung mobilisasi dan operasionalisasi
mega proyek IWIP yang sangat ambisius ini, dilakukanlah serangkaian pembangunan infrastruktur
vital secara komprehensif yang mengubah lanskap kawasan Halmahera. Upaya kolosal ini
difokuskan pada penciptaan konektivitas dan logistik skala dunia dengan memfokuskan pada
pengembangan pelabuhan berstandar internasional yang menjadi gerbang nafas proyek, yang
krusial untuk kegiatan ekspor-impor bahan baku, peralatan berat, dan produk olahan nikel,
sehingga memastikan rantai pasok global berjalan dengan efisien. Selain itu, perbaikan dan
peningkatan jaringan jalan juga menjadi prioritas utama. Selain itu dilakukan revitalisasi

bendungan (Indonesia Weda Bay Industrial Park, n.d.)

4.2 Analisis Keuntungan yang Didapatkan dari Mega Proyek Hilirisasi

Dalam kerangka World Systems Theory, Indonesia selama ini ditempatkan sebagai negara
periphery pemasok bahan mentah bagi negara-negara core seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika
Serikat. Kebijakan hilirisasi nikel yang dimulai sejak larangan ekspor bijih mentah pada 2014
merupakan upaya Indonesia untuk "naik kelas" dalam sistem dunia, beralih dari periphery menuju

semi-periphery dengan cara menangkap nilai tambah di dalam negeri (Laila et al., 2026). Secara
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makro-ekonomi, strategi akumulasi ini menunjukkan keberhasilan kuantitatif yang sangat
signifikan. nilai ekspor nikel olahan melonjak 26 kali lipat dari USD 1,5 miliar (2014) menjadi
USD 38,5 miliar (2025), dan komposisi ekspor bertransformasi dari hanya 18% produk olahan
sebelum 2014 menjadi 99,9% setelah 2020 (Soamole & Mokodompit, 2025).

Namun, di balik angka-angka impresif ini, World Systems Theory justru mengungkap
ketergantungan struktural yang semakin dalam. 68% investasi asing langsung (FDI) di sektor nikel
berasal dari Tiongkok, dan 94% ekspor produk olahan nikel mengalir ke pasar Tiongkok (Soamole
& Mokodompit, 2025). Meskipun demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa mobilisasi mega-
proyek nasional ini memberikan daya dorong yang luar biasa bagi pendulum perekonomian
domestik. Data dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, ekspor bijih nikel yang dilarang
pada tahun 2020 diproyeksikan akan meningkatkan pendapatan negara sebesar Rp407,8 triliun
pada tahun 2024. Pada tahun 2017, industri ini hanya menghasilkan sekitar Rpl7 triliun
(Wuryandani, 2025).

Sirkulasi kapital berskala masif ini langsung mengubah lanskap ekonomi di tingkat tapak,
khususnya di wilayah Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara yang terus
meningkat hingga menduduki posisi tertinggi mencapai Peningkatan ekonomi sebesar 32,09%
jauh melampaui seluruh provinsi. Pada Triwulan II 2025, Maluku Utara akan menjadi provinsi
dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia (Rhamadanty & Sayekti, 2025).
Indikator kesejahteraan makro daerah ini juga terefleksi secara jelas dalam catatan lokal. Data
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Halmahera Tengah mencatat tren peningkatan angka
pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) per kapita yang signifikan baik
menggunakan dasar analisis ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) maupun ADHK (Atas Dasar
Harga Konstan). PDRB berdasarkan ADHB meningkat dari Rp 44,28 juta (2019) menjadi Rp
468,87 juta (2023), sedangkan ADHK naik dari Rp 27,83 juta menjadi Rp 250,03 juta pada periode
yang sama dengan memperhitungkan inflasi (Pemerintah Provinsi Maluku Utara, 2025). Lonjakan
signifikan, sebesar lebih dari dua kali lipat, terlihat pada data PDRB per kapita tahun 2020 dan
tahun 2021. Angka ini terus mengalami pertumbuhan ekspansif hingga tahun 2024 (Nigalolon &
Pasha, 2024).

Selain itu, keuntungan strategis bagi investor asing sangat besar yang dapat
memperoleh akses yang terjamin dan menguntungkan terhadap sumber daya alam nikel, yang

merupakan komoditas kritis untuk transisi energi global. Perusahaan asing ini membangun
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keunggulan kompetitif yang sulit disaingi, sekaligus meraup keuntungan finansial yang masif dari
ekspor produk olahan nikel ke pasar internasional sehingga profitabilitas semakin terdongkrak.
Tidak hanya itu, elit politik di tingkat pusat dan daerah juga memperoleh manfaat signifikan.
Keberhasilan menarik investasi bernilai miliaran dolar berfungsi sebagai alat legitimasi dan kapital
politik yang sangat efektif untuk membangun citra sebagai pemimpin yang pro-pembangunan dan
mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, proyek sebesar ini membuka peluang
untuk manfaat ekonomi pribadi dan penguatan jaringan. Sebuah laporan dari Indonesia Corruption
Watch (ICW) menyoroti potensi kepentingan dan praktik bisnis yang melibatkan keluarga elit dan
pemangku kepentingan yang menjadi simbiosis mutualisme (Transparency International
Indonesia, 2024).

Kenaikan posisi ini bersifat ambivalen karena negara tidak sepenuhnya melepaskan diri
dari struktur kapitalisme global. Negara justru berperan sebagai fasilitator investasi global dengan
menyediakan regulasi, infrastruktur, lahan, dan kemudahan perizinan bagi modal asing.
Pendekatan Global Value Chain juga dapat melihat secara lebih teknis di mana posisi Indonesia
dan khususnya Halmahera dalam rantai nilai global nikel. Kebijakan hilirisasi telah berhasil
mengubah struktur ekspor secara fundamental. Namun, kemajuan dalam technological
upgrading dan functional upgrading tetap terbatas. Indonesia masih bergantung pada teknologi
asing (terutama teknologi High Pressure Acid Leach/HPAL dari Tiongkok), sistem energi yang
intensif karbon, dan rentan terhadap fluktuasi harga komoditas (Deddy et al., 2023). Karena itu,
integrasi Indonesia ke dalam Global Value Chain tidak dapat langsung dimaknai sebagai

keberhasilan pembangunan, melainkan harus dilihat sebagai integrasi yang timpang.

4.3 Realitas Masyarakat Lokal yang Terhimpit Antara Ambisi Pembangunan dan

Kerusakan Sosial Ekologis

Eskalasi pertumbuhan ekonomi makro dan akumulasi kapital di tingkat regional pada
kenyataannya berbanding terbalik dengan kondisi sosiologis di tingkat tapak. Realitas kehidupan
masyarakat di Maluku Utara, khususnya Kabupaten Halmahera Tengah, saat ini terjebak dalam
kepungan berbagai proyek geo-ekstraktif skala raksasa. Walaupun ekspansi industri ini di satu sisi
mendongkrak kurva perekonomian daerah secara statistik, namun di sisi lain terdapat ongkos
sosial-ekologis (socio-ecological costs) yang sangat besar yang dikorbankan secara paksa.

Dinamika destruktif inilah yang menempatkan relevansi konseptual Resource Curse menjadi
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instrumen analisis yang sangat krusial di wilayah lingkar tambang. Dalam konteks Halmahera
Tengah, Resource Curse tidak muncul karena nikel itu sendiri, tetapi karena struktur pengelolaan
nikel yang timpang, ekstraktif, dan kurang demokratis. Kekayaan mineral berubah menjadi
masalah ketika keputusan pembangunan lebih banyak ditentukan oleh negara dan korporasi,

sementara masyarakat lokal hanya ditempatkan sebagai penerima dampak (Rahma et al., 2021).

4.3.1 Degradasi dan Bencana Ekologis

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 1197 Tahun 2021, kawasan
industri nikel PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) telah dilegitimasi untuk menguasai
ruang daratan secara masif sejak didirikan pada tahun 2018 (Ananda, 2025). Akibatnya, dari total
227.683 hektar daratan Halmahera Tengah, sekitar 42 persen di antaranya kini telah dikaveling
dan dikonversi menjadi wilayah konsesi pertambangan nikel skala besar (45.065 ha) di Halmahera
Timur, PT Mega Haltim Mineral (13.510 ha), PT Cetara Bangun Persada (10.460 ha), PT
Halmahera Sukses (7.726 ha), PT WHBP (3.986 ha), dan PT FPM (2.080 ha). Artinya sebagian
dari ketahanan manusia melalui alam telah berkurang, sehingga ini menimbulkan deforestasi dan
degradasi hutan (Iswandi, 2025).

Ekspansi penguasaan lahan daratan ini secara langsung memicu efek domino berupa
kemiskinan ekologis di wilayah pesisir dan lautan, yang menghancurkan struktur ekonomi nelayan
tradisional. Sejak beroperasinya IWIP, wilayah Teluk Weda yang secara historis merupakan
habitat subur bagi ikan pelagis seperti tongkol, kini mengalami degradasi kualitas ekosistem
perairan yang sangat akut (Transparency International Indonesia, 2024). Kerusakan masif pada
hutan mangrove pesisir yang berfungsi sebagai tempat penunjang alami (nursery ground) biota
laut terjadi akibat aktivitas pembangunan penunjang industri (Maharani et al., 2025).

Kondisi ini diperparah oleh pencemaran dari dua arah, yaitu limpasan sedimentasi darat dan
tumpahan limbah industri secara langsung di laut. Saat musim hujan, material lumpur dalam
volume masif dari area pembukaan tambang di hulu terangkut oleh aliran permukaan, memicu
pendangkalan dan kekeruhan ekstrem yang menghalangi penetrasi cahaya matahari serta
menyumbat insang organisme laut. Di sisi lain, tumpahan minyak dan pembuangan limbah industri
telah mengubah air laut di desa-desa ring-1 seperti Lelilef dan Gemaf menjadi menghitam.
Imbasnya, nelayan lokal kini kehilangan zona tangkap tradisional mereka dan terpaksa berlayar

hingga radius 10-20 mil ke laut lepas. Pergeseran ini melipatgandakan konsumsi bahan bakar,
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memperpanjang waktu operasional, dan mengekspos mereka pada resiko keselamatan cuaca yang
jauh lebih tinggi (Herho et al., 2026).

Tidak hanya menghancurkan ekosistem maritim, krisis ekologis ini juga menginvasi sistem
hidrologi darat dan mereduksi nilai ruang hidup kultural masyarakat. Hujan deras selama dua hari
pada September 2023 memicu banjir bandang akibat meluapnya Sungai Ake Sake yang daerah
tangkapan airnya telah gundul, melumpuhkan total aktivitas industri dan merendam pemukiman
warga di Desa Lelilef setinggi 75 cm. Kerusakan lingkungan ini juga merambah ke Sungai
Akedoma; badan air selebar 10 meter yang dahulu jernih kini berubah menjadi butek dan tercemar
logam berat. Bagi masyarakat adat dan umat Kristiani di Lelilef, pencemaran ini merupakan bentuk
kekerasan budaya (cultural violence), karena Sungai Akedoma bukan sekadar sumber air
domestik, melainkan ruang sakral untuk ritual keagamaan seperti pembaptisan. Akibat
pencemaran ini, warga terpaksa menempuh perjalanan sejauh 20 kilometer ke Sungai Sagea hanya

untuk mengakses air layak guna (Somad, 2023).

4.3.2 Krisis Kesehatan Masyarakat dan Keselamatan Kerja

Pada tahun 2020 penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di perhitungkan
sebanyak 434 dan terus mengikat sampai 10.579 pada tahun 2023. Dengan kata lain, dalam periode
singkat 3 tahun, terjadi peningkatan prevalensi ISPA lebih dari 24 kali. Jenis penyakit yang
menimpa masyarakat tersebut, tentunya berkaitan erat dengan peningkatan ekstraksi, konsumsi,
dan emisi dari pembakaran batu bara oleh perusahaan. Penambangan dan pembakaran batu bara
untuk produksi listrik melalui PLTU di IWIP bertentangan dengan klaim bahwa percepatan
industri baterai dan mobil listrik akan mendorong ekonomi yang rendah emisi karbon (Ananda,
2025). Tidak hanya itu, Disnaker mencatat, sepanjang tahun 2022, kecelakaan kerja di Provinsi
Maluku Utara, Halmahera Tengah mencapai 131 kasus. Angka kasus kecelakaan kerja ini rata-rata
terjadi di perusahaan tambang. Dari jumlah itu, tujuh lainnya berujung pada korban jiwa akibat
kecelakaan lalu lintas (Pemerintah Provinsi Maluku Utara, 2025). Selain itu pada tahun
2023 Ledakan smelter IWIP mengalami korban jiwa sebesar 25 dan puluhan luka bakar
(Umabaihi, 2024).

4.3.3 Dislokasi Sosial-Ekonomi dan Pemiskinan
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Desa Lelilef dan Gemaf yang menjadi ring 1 perusahaan IWIP mengalami polusi udara,
krisis air bersih, kerusakan jalan, pencemaran, konflik etis dan berbagai penyakit sosial. Hal ini
merupakan dampak negatif dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan IWIP.
Salah satu wilayah yang terdampak pembentukan kawasan industri nikel adalah teluk weda. Teluk
Weda merupakan lokasi yang menjadi sumber utama pencarian nelayan setempat seperti di desa
Gemaf dan Lelilef. Pandangan Resource curse juga termanifestasi dalam minimnya partisipasi
masyarakat dalam pengambilan Keputusan. Masyarakat di desa ini mulai kehilangan hasil tanaman
pangan dan tangkapan laut bahkan beberapa nelayan tidak dapat mencari penghasilan ikan. Hal
tersebut disebabkan oleh air sungai hingga laut yang telah menghitam karena tumpahan minyak
limbah tambang sejak industri nikel IWIP beroperasi (Asdan et al., 2023). Dalam perspektif
Resource Curse, masyarakat lokal tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga kehilangan
kontrol atas sumber penghidupan mereka sendiri.

Pada tanggal 12 Mei 2023, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut
Binsar Pandjaitan mendatangi IWIP dan menyaksikan penandatanganan kesepakatan kerja sama
IWIP dengan 18 Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Selain itu. Kesepakatan ini dibangun
dengan komitmen akan memberi dukungan kepada pemerintah daerah, seperti pembangunan
Politeknik Industri, fasilitas pengolahan air bersih, dan peningkatan Puskesmas Lelief. Namun,
nyatanya hanya sekadar wacana belaka yang tidak pernah terwujud. Masyarakat Desa Lelilef
hingga saat ini masih kesulitan memperoleh air bersih. Sedangkan, Raksasa Penghisap (julukan
untuk PT IWIP) mengonsumsi sekitar 3 kali lipat air bersih. Keadaan sumur yang menjadi sumber
air satu-satunya semakin memburuk. Sumur yang digali dengan kedalaman sekitar 10 meter masih
memperoleh air yang rasanya asin. Keterbatasan finansial membatasi pilihan warga untuk
mendapatkan air bersih dari sumber lainnya (Ananda, 2025).

Keterbatasan finansial tersebut didukung dengan angka kemiskinan yang meningkat drastis
dari 79.870 hingga 83.800 orang penduduk miskin berdasarkan data BPS Maluku Utara yang
dihitung pada Maret 2022 hingga Maret 2023 (Sawal, 2024). Konsep Resource Curse menjelaskan
paradoks di mana kelimpahan sumber daya alam justru tidak membawa kesejahteraan, melainkan
kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan konflik. Data dari Halmahera Tengah mengonfirmasi

fenomena ini secara gamblang (Rahma et al., 2021).
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4.3.4 Lemahnya Sistem Perizinan Lahan

Tidak hanya sebagai sumber penghambat mata pencaharian dan pencemaran air bersih,
tambang nikel IWIP juga menimbulkan perbedaan pendapat antara masyarakat dan korporasi
terkait status tanah milik masyarakat yang saat ini telah dikuasai oleh korporasi. Sumber persoalan
tersebut terjadi karena korporasi tidak memberikan ganti rugi lahan kepada masyarakat dengan
layak. Tidaklayakan ini diikuti dengan penguasaan mutlak atas tanah yang dianggap dapat
digunakan sewenang-wenang oleh korporasi, seperti pengurusan tempat tinggal penduduk yang
berada di sekitar wilayah tambang nikel IWIP. Tindakan ini seperti didukung oleh pemerintah
daerah karena cenderung melindungi korporasi dengan iming-iming dapat meningkatkan investasi
ekonomi daerah. Tanah perkebunan warga yang berubah status menjadi “tanah milik negara”
digusur untuk tujuan devisa PAD (Pendapatan Asli Daerah) (Transparency International
Indonesia, 2024).

Tambang nikel IWIP menjadi basis peningkatan praktik dan politik dimulai sejak China
mengambil alih saham PT IWIP dari Prancis pada tahun 2018. Kekuasaan yang dikantongi pihak
IWIP menjadikan masyarakat sekitar area tambang hanya sebagai penonton perkembangan
industri tambang. Hal ini didukung dengan jumlah penyerapan tenaga kerja lokal yang rendah dan
terkadang para buruh dibayar dengan upah rendah. Tentu kenyataan ini berbanding terbalik dengan
janji bahwa industri ini akan memprioritaskan warga lokal, padahal masyarakat lokal yang sangat
mengalami dampak pencemaran air, udara, dan sebagainya yang dapat mengancam kesehatan
mereka (Rahmana et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh AEER menerangkan terkait sosial
dan kualitas lingkungan yang memprihatinkan dari beberapa daerah sekitar kawasan PT IWIP (TII,
rilis media 2023)

4.3.5 Ketimpangan Gender dan Kerentanan Buruh Perempuan

Tambang nikel yang beroperasi juga menjadi penyebab kerusakan sosial-budaya dan gender
pada wilayah sekitarnya, contohnya di Desa Sagea. Ketidakadilan dirasakan oleh kelompok yang
paling rentan seperti buruh lokal dan perempuan. Buruh lokal dirugikan dari segi upah maupun
kondisi kerja yang tidak sesuai undang undang perlindungan tenaga kerja. Para buruh sering kali
dipaksa bekerja dengan jam kerja yang panjang tanpa perlindungan hak-hak dasar seperti upah

yang layak, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Di sisi lain, ada perempuan yang terlibat
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dalam industri ekstraktif. Resiko yang dapat dialami oleh para perempuan tentu tidak jauh berbeda
dengan buruh lainnya. Hal tersebut tentu dapat menjadi salah satu kerentanan eksploitasi dan
ketidakadilan. Perempuan yang bekerja pada sektor tambang sering kali terlibat dalam pekerjaan
yang tidak dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan, baik dari segi upah maupun kondisi kerja
yang kurang memadai. Selain itu, pelecehan, diskriminasi, dan penurunan kualitas hidup juga

dapat terjadi kepada perempuan pekerja tambang (Drakel, 2025).

4.3.6 Kegagalan Regulasi dan Perlindungan Hukum

Salah satu aspek paling mencolok dari proyek ekstraktif Weda Bay adalah eksploitasi buruh,
baik buruh lokal maupun migran. Dalam hal ini, eksploitasi beroperasi pada ketidakadilan dalam
struktur upah, dengan pekerja yang menerima upah jauh dibawah kebutuhan hidup layak.
Berdasarkan laporan dari Organisasi Buruh Internasional (ILO, 2021), upah yang diberikan kepada
pekerja tambang di PT IWIP cenderung tidak memadai untuk menutupi biaya hidup, meskipun
bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya. Selanjutnya, jam kerja yang panjang dan tidak
teratur merupakan praktik umum yang menyebabkan beban fisik dan mental yang tinggi bagi
pekerja. Mereka sering kali dipaksa untuk bekerja lebih dari 12 jam sehari, yang jauh melampaui
standar internasional yang disepakati. Praktik ini menimbulkan berbagai masalah Kesehatan dan
keselamatan, terutama ketika ditempatkan dalam kondisi yang kurang menguntungkan dan
minimnya akses terhadap perlindungan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja). Kekerasan
struktural di sini mencakup ketidakmampuan negara dan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
mereka dalam menjamin hak-hak buruh, sebuah kegagalan yang dapat dilihat di banyak proyek
ekstraktif besar di seluruh dunia (Setiawan & Fadlhia, 2025).

Belum adanya akuntabilitas dari pihak PT.IWIP terkait dampak yang terjadi juga
dipengaruhi oleh regulasi baru yang diterapkan pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, di mana ketentuan yang mewajibkan pembuktian
unsur kesalahan telah dihapus, situasi ini akan menyulitkan masyarakat dalam memberikan bukti
dampak pencemaran lingkungan yang terjadi. Laporan singkat tentang praktik ekstraksi dan
metalurgi besar PT IWIP ini menunjukkan berbagai masalah mendesak yang berpotensi
berbahaya, sebagai akibat langsung dari keseluruhan proses hilirisasi nikel di IWIP (Transparency

International Indonesia, 2024).
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Lapisan-lapisan dampak tersebut mirip dengan kekerasan yang memiliki dimensi sosial dan
ekologis yang tidak bisa dipulihkan serta menunjukkan berbagai elemen pelanggaran hak asasi
manusia (HAM) yang tidak selalu berupa kekerasan fisik. Warga sekitar PT IWIP saat ini
menghadapi dua bencana besar. Area kehidupan masyarakat di darat dan di laut beserta kebutuhan
hidup yang layak telah dicuri, dan dianggap sebagai komponen dari arena akumulasi finansial.
Sebaliknya, masyarakat terpaksa menghadapi dampak dari bencana-bencana lingkungan seperti
banjir, tanah longsor, kekeringan, serta hilangnya penghidupan yang memadai bagi kehidupan
manusia. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, keberadaan PT IWIP mirip dengan
penjajahan atas nama investasi dan hilirisasi. Migrasi besar-besaran tenaga kerja dari luar daerah
menciptakan persaingan tidak sehat, memperparah marginalisasi masyarakat lokal, dan memicu
gesekan sosial. Dalam kerangka Global Value Chain, fenomena ini menunjukkan bagaimana
upgrading di tingkat makro (peningkatan nilai ekspor) tidak otomatis menghasilkan inclusive

development di tingkat mikro (Hairil et al., 2024).

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hilirisasi nikel melalui PT
Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah merupakan bagian dari strategi
negara untuk mengintegrasikan Indonesia ke dalam rantai nilai global atau Global Value Chain
mineral kritis. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel, penetapan status Proyek Strategis Nasional
(PSN), pembangunan kawasan industri, serta masuknya investasi asing menunjukkan bahwa
negara secara aktif memobilisasi regulasi dan infrastruktur untuk memperkuat posisi Indonesia
dalam industri nikel global. Dalam konteks World-Systems Theory, langkah ini dapat dibaca
sebagai upaya Indonesia sebagai negara semi-periphery untuk keluar dari posisi pemasok bahan
mentah dan bergerak menuju basis pengolahan mineral bernilai tambah.

Namun, integrasi tersebut tidak berlangsung secara setara. Meskipun aktivitas
pertambangan, smelter, dan pengolahan nikel secara fisik berada di Halmahera Tengah, kendali
atas modal, teknologi, pasar, dan akumulasi keuntungan masih banyak dikuasai oleh aktor global,
terutama korporasi asing yang terhubung dengan rantai pasok kendaraan listrik dunia. Dengan
demikian, posisi Indonesia dalam Global Value Chain nikel masih bersifat ambivalen: di satu sisi

berhasil meningkatkan nilai ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi; tetapi di sisi lain masih
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bergantung pada teknologi asing, pasar ekspor, serta struktur produksi yang menempatkan wilayah
lokal sebagai penanggung resiko ekologis dan sosial.

Secara makro, proyek hilirisasi nikel memang memberikan keuntungan ekonomi yang
signifikan bagi negara, investor, dan elite pembangunan. Hal ini terlihat dari meningkatnya ekspor
produk olahan nikel, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, serta naiknya PDRB Halmahera
Tengah. Akan tetapi, keberhasilan ekonomi tersebut tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan
yang merata bagi masyarakat lokal. Di tingkat tapak, masyarakat justru menghadapi deforestasi,
pencemaran air dan laut, menurunnya hasil tangkapan nelayan, krisis air bersih, peningkatan
penyakit, kecelakaan kerja, konflik lahan, serta melemahnya kontrol masyarakat atas ruang
hidupnya. Kondisi tersebut memperlihatkan munculnya fenomena Resource Curse di Halmahera
Tengah. Kelimpahan nikel yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan justru berubah menjadi
sumber ketimpangan, kerentanan, dan kerusakan sosial-ekologis. Masyarakat lokal tidak hanya
kehilangan akses terhadap hutan, laut, sungai, dan lahan, tetapi juga semakin terpinggirkan dalam
proses pengambilan keputusan. IWIP membentuk pola enclave economy, yaitu kawasan industri
yang terhubung kuat dengan pasar global, tetapi lemah dalam mendistribusikan manfaat secara
adil kepada masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, hilirisasi nikel di IWIP harus diarahkan dari model ekstraktif menuju
model industrialisasi yang berdaulat, inklusif, dan ekologis. World-Systems Theory menuntut
negara mengurangi ketergantungan pada kapital global; Global Value Chain menuntut Indonesia
melakukan upgrading dan transfer teknologi; sedangkan Resource Curse menuntut tata kelola yang
transparan, distribusi manfaat yang adil, serta perlindungan ruang hidup masyarakat lokal. Dengan
demikian, keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari nilai ekspor, investasi, dan
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana proyek tersebut memperkuat kedaulatan
nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah, dan memulihkan kerusakan

sosial-ekologis yang ditimbulkannya.
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